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HALMAHERABUPATI BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI IIALMAHERA BARAT

NOMOR 2L /KPTS/ | 12016

TENTANG

PENUNJUI(AIT BENDAIIARA PENGELUARAN
PADASATUANKER-,ABADANKEPEIGATVAIANDAERAH

KABUPATEN I{ALMNITRA BARAT
TAHUN AI{GGARAN 2OL6

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang I a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan

Keuiangan Daerah iebagailrrLana diatur dalatn Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolian Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaran p.lrk**.an prograln dan kegiatan dipandang

p"tf" *..rrrr3rk Bendahara Pengeluaran qada Badan

i<epega*aian baerah Kabupaten Halmahera'Barat Tahun

Anggaran 2O76;

b'bahwaSaudarill{sAI{I,AMdyangdiusulkanolehKepala
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ha-lrrrahera B.ara+.'

selaku pejaUat pengguna anggaran dianggap cakap dan

-"*.rtrhi syarat serta mampu melaksanakan tugas

kebendah araaln dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada

Bad.anKepegawaianDaerahKabupatenHalrnaheraBarat;

c.ba}rwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati

tentang Penunjukan Bendahara Pengeluarco p1l" Satuan

kerja Eadan *epegawaian Daerah Kabupaten Halmahera

Barat Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6_O^Tahun 1958 tentang Penetapan

undan[_undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
pembentukan flaerah-daerah swatantra Tingkat II Dalam

WilayahDaerahSwatantraTingkatlMalukumenjadi
Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
.tas uiarrg=r-rdrr,rg g TaLrur,r 1,97+ tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;

3.Undang_undangNomor6Ta}run2oootentangPerubahan
atas rlndang_undang Nomor 46 Tahun L999 tentang
pembentut<ai pro.rin"i tttrt rt * Utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Malurktl Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
pembeitukan l(abupaten Halmahera utara, Kabupaten

HalmatreraSelatan,KabupatenKepulauanSula'
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan

di Provinsi I[{aluku Utara;

Jalan. Jati Porniti. Kode Pos 97752 Kab. Halmahera Barat Fropinsi Maluku utara
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5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara;

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Undang-undang Nomor 1

Perbendah ar aan Negara;

7. Undang-undang Nomor
Perimbangan Keuangan
Daerah;

Tahun 2OO4 tentang

33 Tahun 2OO4 tentang
antara Pemerintah Pusat dan

dan paraf Bendahara
Kesatu, tercantum sebagai

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peratttran Daerah Kabupaten Halmahera Baurat Nomor 18

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Badan

Kepe gawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

l3.peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor '!""-- 
tJr, 2OL6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupatett Hamaftera Barat Tahun Anggaran 2016

Surat Usulan Kepala BKKBD Kabupaten Halmahera Barat

Nomor : 716lSOO/XII/2O15 tanggal, 31 Desember 2Ol5'
Perihal: Penyampaian Usulan Bendahara'

MEMUTUSKAN:

MenunjukSaudariINSANI,AIvIdNIP.lgS0l2l-42oo9o42
O05 sefagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Tahun Anggaran 2016 dengan atasan langsungnya Kepala

Badan XefJgawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu' dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap

berpedoman pad'a ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.
Spesifikasi tanda tangan
sebagaimana dimaksud Diktum
berikut:



-c-

SPECIMEN
BENDAHARA PENGELUARAN

TANDA TANGAN

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

: 5 lanuaw' 
2a16

BUPATI I{ALMAHERAf ARAT,

//t
NAMTO H. ROBA

Tembusan: DisamPaikan kePada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku utara di Ternate,

4. Kepala BKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6.Yangbersangkutanuntukdandilaksarrakansebagaimanamestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

: Jailolo

PnJABAT PARAF
,

Sekretaris Daerah f
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum

f?.A
Kepala BKD lll, /
Kabag. Hukum & Orgs w


